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ABSTRAK 

 
Pinkan Dwi Rachmah Illahi. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013. Skripsi 

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalogan. Pembimbing : Teti Hadiati, M.H.I. 

 
Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima  yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang mengakui keberadaan 

Pedagang Kaki Lima. Penanganan pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang belum 

mengalami perubahan yang signifikan dan tidak membuat turunnya jumlah pedagan g 

kaki lima di Kabupaten Pemalang. Maka perlu dipertanyakan bagaimana penegakan 

hukum terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang mengenai peraturan 

tersebut belum bisa terealisasi, dan bagaimana akibat hukum terhadap pedagang kaki 

lima yang melanggar peraturan tersebut. 
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan 

menggunakan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- 

undangan, konseptual, historis dan perbandingan. Data berupa data primer yang 

diperoleh dengan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada Satpol PP 

Kabupaten Pemalang, Diskoperindag Kabupaten Pemalang, juga Paguyuban Alun- 

alun Kabupaten Pemalang. Data sekunder dengan data diperoleh dengan studi 

kepustakaan seperti bacaan, kutipan, tinjauan hukum yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah interaktif model dengan proses 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 

Hasil penelitian ini memiliki simpulan, Penegakan hukum tentang pedagang 

kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah terlaksana namun 

belum berjalan secara maksimal karena ada beberapa hambatan. Yaitu diantaranya 

ketiga unsur system hukum belum terpenuhi yaitu : substansi hukum belum berjalan 

secara tegas, struktur hukum yang dalam pelaksanaan penegakan hukum belum 

maksimal karena kurang tegasnya aparat dalam menjatuhkan sanksi, serta budaya 

hukum   masyarakat   Kabupaten   Pemalang   yang   masih   rendah.   Akibat   hukum 

pedagang kaki lima yang tidak melakukan kewajiban, melakukan pelanggaran yang 

ada didalam ketentuan Pasal 25 terkait larangan pedagang kaki lima Peraturan Daerah 

Kabupaten  Pemalang  tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima 

dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif juga ketentuan pidana. 
 

Kata Kunci : Penegakan, Akibat Hukum, Pedagang Kaki Lima
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A.   Latar belakang 
 

Pedagang kaki lima merupakan para pekerja di sektor informal yang banyak 

ditemui di perkotaan.1 Pelaku sektor informal ini seringkali diperlakukan oleh 

pemerintah secara tidak seimbang walaupun beberapa terorganisir disektor ini 

namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal 

kecil dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standard hidup bagi para 

pekerjanya. 2
 

 

Sektor  informal  ini  muncul  karena  ketidakmaksimalan  sektor  formal 

dalam  menyerap  tenaga  kerja.3   Permasalahan  munculnya  pedagang kaki  lima 

adalah   gejala   laten   sosial,   memngingat   kebutuhan   untuk   berusaha   bagi 

masyarakat tidak dapat masuk dalam sektor formal dan/atau pendatang urban 

yang membutuhkan penghasilan. Pedagang kaki lima adalah sebuah altertanif 

dalam memecahkan masalah  kurangnya  kesempatan kerja  pada aspek  formal. 

Dalam hal ini tentunya peran Pemerintah mempunyai andil di dalamnya, sebagai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Adon Nasrullah Jamaludin, “Sosiologi Perkotaan : Memahami Masyarakat Kota dan 

Problematikannya”. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 287 
2   Adam Ramadhan, “Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kpta Bandung 

(Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima” UNNES Law Journal (2015), 57 

3 Eka Evita, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima”, Jurnal Administrasi 
Publik 1 No 5 : 943-944



 

 
 
 

Negara Hukum yang menjunjung sifat welfare state, negara sejatinya bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan warga negaranaya.4
 

 

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengeluarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang 

mengakui keberadaan Pedagang Kaki Lima dan memiliki keinginan kuat dalam 

mewujudkan keindahan dan ketertiban. Ada banyak Pedagang Kaki Lima di 

Kabupaten Pemalang yang menghambat sistem transportasi karena ada banyak 

dari mereka yang menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk menjajarkan 

dagangannya di jalan pusat kota.Yang kemudian di dalam Pasal 25 Peraturan 

Daerah  Kabupaten  Pemalang tersebut  dijelaskan  bahwa  Pedagang  Kaki  Lima 

dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang publik, melakukan usaha dengan 

merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar dan fasilitas umum, menggunakan 

badan jalan untuk tempat usaha, dan juga dilarang bedagang di tempat – tempat 

larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar. 

 

Penanganan   pedagang   kaki   lima   di   Kabupaten   Pemalang   belum 

mengalami perubahan yang signifikan. Ketika beberapa poros jalan dapat 

ditertibkan, saat itu pula banyak bermunculan pedagang kaki lima di titik-titik 

jalan  lain.  Seperti  yang  terjadi  di  jalan  –  jalan  dekat  kawasan  Alun-alun 
 

 
 
 

4 Moh Mahfud MD, “Hukum Dan Pilar –  Pilar Demokrasi”, (Yogyakarta : Gama Media, 
1999), 129-130.



 

 
 
 

Kabupaten Pemalang, dimana masih banyak menempati trotoar yang merupakan 

fasilitas pejalan kaki.5  Banyak dari mereka yang masih meninggalkan gerobak 

dagangannya di trotoar. Para pedagang beranggapan bahwa ketika mereka 

membayar retribusi, maka mereka dibolehkan menaruh barang dagangannya di 

tempat mereka berjualan. 

 

Peraturan tersebut harus didirikan karena selain untuk memenuhi hak – hak 

konstitusional masyarakat juga untuk mengurangi dampak negatif seperti 

terjadinya kemacetan dan kebersihan lingkungan yang tidak terjamin. Hal ini 

dibuktikan dengan ada banyaknya pelaporan terkait masalah pedagang kaki lima 

yang membuktikan  bahwa masyarakat  atau  para  pengguna  jalan memandang 

bahwa permasalahan pedagang kaki lima ini perlu diselesaikan. 

Oleh  karena  itu,  dengan  mengkaji  permasalahan  penegakan  hukum 

tersebut pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima memerlukan aspek 

variabel  yang  luas.  Tidak  cukup  tanya  dari  aspek  normatif-positivistik  saja, 

namun pedagang kaki lima sebagai gejala sosial perlu dikaji dari aspek sosial, 

kebiasaan, kebudayaan, dan faktor manusia baik pelaku Pedagang Kaki Lima itu 

sendiri maupun Pemerintah dan aparat penegak hukum. 6
 

 

 
 
 
 

5 Agus Mulyadi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP 

Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Pinkan Dwi Rachmah Illahi, Kantor Satpol PP Kabupaten 

Pemalang, 14 November 2022 
6 Bintardi Dwi Laksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan 

Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 26 Tahun 2002”, Skirpsi Sarjana Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 
2019), 7-8.



 

 
 
 

Oleh karena itu, penyidikan suatu masalah penegakan hukum memerlukan 

banyak aspek pelanggaran PKL, yang mana tidak jika hanya dilihat dari sudut 

pandang  normatif-positivis  tidak  cukup,  PKL  perlu  diperhatikan  dari  aspek 

sosial, budaya, dan personalnya, baik dari sudut pandang PKL itu sendiri maupun 

pemerintah dan aparat penegak hukum. 7 

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2013” 
 

 
 

B.   Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai : 

 
1. Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pedagang  kaki  lima  berdasarkan 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013? 

 
2. Bagaimana   akibat   hukum   terhadap   pelanggaran   yang   dilakukan   oleh 

pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang? 

C.   Tujuan Penelitian dan Manfaat 

 
Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini bertujuan : 

 
1. Bagaimana  penegakan  Peraturan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang 

 
Nomor 3 Tahun 2013 terhadap Pedagang Kaki Lima 

 
 
 
 
 

 
7  Bintardi Dwi Laksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan 

Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 26 Tahun 2002”, Skirpsi Sarjana Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 
2019), 7-8.



 

 
 
 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di 

Alun-alun Kabupaten Pemalang 

 

 
 

D.   Manfaat Penelitian 
 

Penelitian   ini   diharapkan   dapat   memberikan   informasi   yang   dapat 

meninggalkan keguaan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 
Secara   teoritis   dengan   adanya   penelitian   ini,   diharapkan   dapat 

menambah pengetahuan, pengalaman, dan informasi bagi pembaca untuk 

mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  penulis 

Manfaat untuk penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan 

terhadap masalah yang diteliti secara nyata, juga dapat sedikit mengajarkan 

kepada orang lain mengenai praktek dari fenomena tersebut, juga menambah 

relasi sosial bagi peneliti. 

b. Bagi Pembaca 

 
Manfaat praktis bagi masyarakat atau pembaca diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan pengetahuan yang jelas serta memberikan sosialisasi



 

 
 
 

terhadap peraturan terbaru mengenai peraturan tersebut. Serta tujann dari 

peneliitian tersampaikan secara jelas. 

c. Bagi peneliti selanjutnya. 

 
Manfaat  praktis bagi  peneliiti  selanjutnya  yakni  diharapkan  dapat 

menjaadi acuan atau literature dalam analisi yang akan datang, agar muncul 

penelitian  yang  baru  mengenai  masalah  penegakan  peraturan  daerah 

tentang pedagang kaki lima selanjutnya. 

E.   Kerangka Teori 

 
1.  Penegakan Hukum 

 
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 

tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  pada  3  unsur  sistem  hukum  tersebut, 

untuk lebih lengkapnya yaitu :8
 

 

a.   Struktur Hukum (Legal Structure) 
 

Teori   Lawrence   M.   Friedman   ini   menyebutkan   sistem 

Struktural yang menentukan bisa atau tidak bisanya hukum itu 

dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang- 

undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan   dan   badan   pelaksana   pidana.   Kewenangan   lembaga 

penekan   hukum   dijamin   oleh   Undang-undang,   sehingga   dalam 

melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jwabnya  terlepas  dari  pengaruh 
 
 

8 Kurniawan Hermawanto  Dkk., “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, Magister 
Kenotariatan Universitas Surabaya 2017, 1.



 

 
 
 

kekuasaan  pemerintah  dan  pengaruh-pengaruh  lainnya.  Meskipun 

dunia runtuh hukum harus ditegakan. Hukum tidak dapat berjalan atau 

tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, 

kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan 

perundang-undangan  bila  tidak  didukung  dengan  aparat  penegak 

hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan saja. Lemahnya 

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakna hukum 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang 

mempengaruhi  lemahnya  mentalitas  aparat  penegak  hukum 

diantaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomis, proses 

rekruitmen yang tidak transparan dan lain-lain. Sehingga dapat 

ditegaskan bahwa faktor penekan hukum memainkan peran penting 

dalam memfungsikan hukum. 9 

b.  Substansi Hukum (Legal Structure) 
 

Teori Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem 

substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 

dilaksanakan.  Substansi  juga  berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh 

orang   yang   berada   didalam   sistem   hukum   yang   mencangkup 

keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. 

Susbtansi juga menyangkup hukum yang hidup (living law), bukan 
 
 
 

9 Kurniawan Hermawanto  Dkk., “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, Magister 
Kenotariatan Universitas Surabaya 2017, 1.



 

 
 
 

hanya aturan yang ada  3 dalam kitab undang-undang (law books). 

Sebagai negara yang menganut sistem Civil Law Sinstematiu sistem 

Eropa  Kontinental  (meski  sebagai  peraturan  perundang-undangan 

telah menganut Common Law sistem atau Anglo Saxon) dikatakan 

hukum adalah peraturan-peraturan tertulis sedangkan peraturan- 

peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini 

mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengatuhnya 

adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP 

ditentukan “yidal ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika 

tidak ada aturan yang mengaturnya.” Sejingga bisa atau tidaknya suatu 

perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah 

mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. 

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud 

dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 

manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum 

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat 

penegak hukum. 10
 

c.   Budaya Hukum (Legal Culture) 
 

 
 
 
 
 

10 Kurniawan Hermawanto  Dkk., “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, Magister 
Kenotariatan Universitas Surabaya 2017, 1.



 

 
 
 

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap 

manusia terhadap hukum dan sistem hukum –kepercayaan, nilai, 

pemikiran, serta harapan. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial 

dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, 

dihindarim atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitanyanya 

dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 

masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik  dan  dapat  

merubah  pola  pikir  masyarakat  mengenai  hukum selama ini. Secara 

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan 

salah satu indicator berfungsinya hukum.11
 

 

F.   Penelitian yang Relevan 
 

Kajian tentang pedagang kaki lima telah melahirkan perhatian serius yang 

menghajatkna suatu pengerjaan yang serius. Berikut hasil analisi terdahulu yang 

releuan dengan kajian penelitian ini. 

Pertama, penelitian dari srikpsi Muhammad Arif Riyadi (2020) “Analisis 

Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan PerdaiKota 

Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan”12. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum 

terhadap  perda  tersebut.  Penelitian  tersebut  terfokuskan  terhadap  bagaimana 
 

 
11 Kurniawan Hermawanto  Dkk., “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, Magister 

Kenotariatan Universitas Surabaya 2017, 2 
12 Muhammad Arif Riyadi, “Analisis Yuridis terhadap Penelolaan PKL berdasarkan Perda Kota 

Medan No.31 Th.1993 Tentang Pemakaian Tempat  Berjualan.” Skripsi Sarjana Hukum (Medan : 
Universitas Sumatera Utara, 2020).



 

 
 
 

tanggung jawab dan pelaksanaan peraturan hukum itu sendiri. Jenis penelitian 

tersebut yaitu deskriptif kualitatif dengan tektik penelitian kepustakaan dan 

didukung oleh penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut adalah Pemerintahan 

Kota Medan belum bisa mengatasi permasalahan yang ada saat ini dikarenakan 

terdapat beberapa kendala yang menghambat menangani masalah diatas, salah 

satunya adalah pemerintah belum mendapatkan persil yang strategis ynbg dapat 

digunakan oleh para pedagang sehingga para pedagang menjadi tergoda untuk 

menjualkanya di sisi jalan. Meskipun penelitian ini pada topik yang sama dengan 

Muhammad Arif Riyandi yaitu terkait pengelolaan PkL tetapi penelitian ini tidak 

saja berfokus pada pemeliharaan PKL yang dilakukan oleh Muhammad Arif 

Riyandi, tetapi penelitian ini lebih terfokus kepada penegakan kebijakan yang 

dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Dan  penelitian  ini  difokuskan  hanya  di 

wilayah alun – alun Kabupaten Pemalang saja. 

Kedua, penelitian dari skripsi Muhammad Ibnu Asyari Lubis (2021) 

“Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki  Lima di 

Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan”.13 Jenis 

penelitian tersebut yaitu deskriptif kualitatif Hasil dari penelitian ini adalah 

berjalan dengan baik, telah dilakuan kegiatan penertiban, dan relokasi unuk 

pedagang  kaki  lima.  Meskipun  penelitian  ini  pada  topik  yang  sama  dengan 

Muhammad Ibnu Asyari Lubis   yaitu terkait implementasi kebijakan pedagang 
 

 
13  Muhammad Ibnu Lubis, “Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki 

Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan”, Skripsi Sarjana 

Administrasi Publik, (Sumatra Utara, Universitas Sumatera Utara, 2021).



 

 
 
 

kaki lima namun penelitian ini lebih fokus kepada penegakan kebijakan yang 

telah dilakukan pemerintah daerah. 

Ketiga, penelitian dari skripsi Maya Nurhasna Pratiwi (2020), “Dampak 

Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang 

terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi.”14  Hasil peneliannya adalah 

pada tahap peplaksanaan penaatan berjalan lancar mesti ada sedikit hambatan. 

Dampak adanya penataan pedagang belum memberikan solusi terkait 

pengembangan kesejahteraan para PKL karena pembatasan pasar yang masih 

sepi pelanggn. 

Keempat, penelitian dari jurnal Eka Evita, Bambang Supriyono, dan Imam 

hanafi dalam “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang kaki Lima (Studi 

pada   Batu   Tourism  Center  di   Kota  Batu)”15.   Hasil   dari   penelitian   ini 

menunjukan  bahwa  implementasi  kebijakan  pengaturan  PKL masih  memiliki 

beberapa kendala, sehingga dapat dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil dan 

tidak dapat dilaksanakan. Penulis mengatakan ini karena banyak pedagang kaki 

lima baru yang bermunculan. Penulis juga menulis bahwa Pemerintahan Kota Batu  

dan  pihak  swasta  tidak  mendukung  kesinambungan  dan  keberlanjutan 

kebijakan ini. 
 
 
 
 
 

14 Maya Nurhusna Pratiwi, “Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggoran 

Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarekolasi”, Skripsi Sarjana Sosial (Semarang : 

Universitas Negeri Semarang, 2020) 
15  Eka Evita, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima”, Jurnal Administrasi 

Publik1, No 5.



 

 
 
 

Kelima, penelitian dari jurnal Kurnia Muhammad Ramadhan (2017) dalam 

 
”Pemantauan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh 

Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut 16” 

Hasil dari kajian ini mengungkap bahwa pemantauan kebijakan struktural tidak 

efektif karena pengamatan kebijakan dilakukan secara harfiah saja, dan tidak 

berdampak signifikan terhadap produsi pengetahuan seperti struktur, inspeksi, 

akuntansi dan atau disclosure. Akibatnya pengaplikasian tidak memiliki pedoman 

standar, sehingga penyebab masalah tidak ditemukan, informasi yang penulis 

dapatkan dari proses pemantauan kebijakan tidak jelas atau dangkal. 

Untuk  lebih  jelasnya  penulis  sertakan  table  perbedaan  penelitian  yang 

dilakukan penulis dengan penulis terdahulu : 

Table 1.2 Perbedaan Penelitan Penulis dengan Penelitian Terdahulu 

 
No. Judul,               Nama 

Peneliti,  dan  Tahun 

Penelitian 

 
Hasil Penelitian 

 
Perbedaan 

Penelitian 

1. “Analisis Yuridis 

Terhadap 

Pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima 

Berdasarkan Perda 

Kota Medan No 31 

Th 1993 Tanteng 

Pemakaian Tempat 

Berjualan.” Oleh: 

Muhammad arif 

Riyadi,2020. 

Kurang optimal, karena 

Pemerintah belum 

menjumpai tempat 

strategis yang dapat 

dimanfaatkan. 

Pemerintahan belum bisa 

mengatasi banyak 

permasalahan karena ada 

banyak kendala. Yang 

menyebabkan para 

pedagang berani memadati 

tepi jalan. 

Penelitian ini 

berfokus terkait 

analisis kebijakan 

yuridis pemerintah 

melakukan 

perubahan terhadap 

penempatan. 

Sedangkan 

penelitian penulis 

berfokus 

penegakan hukum 

dan penerapan 
 

 
16  Kunia Muhammad Ramadhan, “Pemantauan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut”, Jawa Barat 
: Jurnal Administrasi Negara 2,  No 1 (2017).



 
 
 
 

   sanksi administratif 

terhadap Peraturan 

Daerah 

2. “Implementasi 

Kebijakan 

Pembinaan dan 

Penataan Pedagang 

Kaki Lima di Jalan 

Thamrin Pasar 

Sangkumpal Bonang 

Kota 

Padangsidimpuan”. 

Oleh Muhammad 

Ibnu Asyari Lubis, 

2021. 

Berjalan dengan baik, 

telah dilakuan kegiatan 

penertiban, dan relokasi 

untuk pedagang kaki lima 

meskipun SOP belum 

ditetapkan dalam 

pengawasan pedagang 

kaki lima. 

Penelitian ini 

berfokus terkait 

penerapan 

peraturan daerah 

tentang penataan 

pedagang kaki lima 

dan penelitian ini 

lebih fokus pada 

penegakan hukum 

dan penerapan 

sanksi administratif 

terhadap Peraturan 

Daerah 

3. “Dampak Penataan 

Pedagang Kaki Lima 

Pasar Barito Baru 

Penggaron Kota 

Semarang terhadap 

Kesejahteraan 

Pedagang 

Pascarelokasi.” Oleh 

: Maya Nurhasna 

Pratiwi, 2020. 

Pada tahap pelaksanaan 

penataan berjalan dengan 

lancar meski ada beberapa 

hambatan. Dampak 
adanya penataan pedagang 
belum memberikan solusi 
terkait pengembangan 
kesejahteraan para PKL 
karena pembatasan pasar 
yang masih sepi pelanggn. 

Penelitian ini 

berfokus terhadap 

dampak apa yang 

dirasakan oleh para 

pedagang kaki lima 

setelah melakukan 

relokasi. 
Sedangkan 
penelitian penulis 
berfokus pada 
bagaimana 
penegakan hukum 
dan penerapan 
sanksi administratif 
terhadap Peraturan 
Daerah 

4. “Implementasi 

Kebijakan Penataan 

Pedagang kaki Lima 

(Studi pada Batu 

Tourism Center di 

Kota Batu).” Oleh : 

Eka Evita, Bambang 

Supriyono, dan 

Imam Hanafi. 

Kebijakan gagal. 

Dikatakan demikian 

karena ada banyak 

pendagang baru. 

Disebutkan pula bahwa 

pemerintah kota batu dan 

pihak terkait tidak 

memiliki pengayoman 

terhadap 

keberlanngsungan dan 

Selain lokasi 

penelitian yang 

berbeda dimana 

hasil penelitian ini 

dapat berbeda 

karena perbedaan 

budaya hukum 

masing – masing 

masyarakat, 

penelitian ini lebih 



 
 
 
 

  keberlaanjutan kebijakan 

ini. 

fokus pada faktor 

internal dan 

eksternal yang 

menghambat 

penegakan hukum 

5. “Penataan Pedagang 

Kaki Lima di 

Kecamatan Garut 

Kota oleh Tim 

Penataan dan 

Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima 

Kabupaten Garut.” 

Oleh Kurnia 

Muhammad 

Ramdhan, 2017. 

Tidak lancar, karena 

pemantauan hanya dimakn 

harfiah, tidak sedalam 

produksi berita seperti 

pada aspek kepatuhan, 

investigasi, akuntansi, 

dan/atau pengungkapan. 

Penelitian ini lebih 

berfokus pada 

bagaimana 

pemantauan 

kebijakan 

pemerintah dalam 

penataan pedagang 

kaki lima di 

Kecamatan Garut. 

Sedangkan 

penelitian penulis 

berfokus pada 

penegakan hukum 

serta bagaimana 

akibat hukumnya. 

 

Hasil penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan 

penerapan peraturan pedagang kaki lima. Kajian ini berusaha menganalisis 

“Penegakan Hukum Dan  Penerapan Sanksi  Administratif Terhadap Peraturan 

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013” 

 

 
 

G.   Metode Penelitian 
 

Metode Penelitian dipahami sebagai proses ilmiah, presedur atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan dataguna mencapai tujuan observasi. Artinya 

kegiatan  tersebut  merupakan  pemeriksaan  sistematis terhadap  suatu  kejadian. 

Dalam penelitian ini, matode yang dipaksi adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian



 

 
 
 

Penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum empiris, yaitu salah satu 

jenis penelitian hukum dengan cara pelaksanaannya adalah dengan maninjau 

suatu keadaan faktual yang sedang terjadi di masyarakat, dengan cara 

menelusuri fakta-fakta yang berhubungan dengan penegakan hukum dan 

penerapan   sanksi   administratif   terhadap   Peraturan   Daerah   Kabupaten 

Pemalang Nomor 3 Tahun 2013.17
 

2. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- 

undangan, konseptual, historis dan perbandingan.18  Pendekatan perundang- 

undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan- 

perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.19
 

Pendekatan  konseptual  bersumber  dari  pandangan-pandangan  ilmu  hukum 

dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan historis karena 

nantinya akan menunjukan sejarah dari masing-masing undang-undang. 

Penndekatan perbandingan itu pendekatan dengan cara membandingkan dan 

mencari persamaan, perbedaan, temuan baru baik dari system hukum dan lain 

sebagainya. 

3. Lokasi Penelitian 
 
 
 
 

17 Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. Jurnal Gema Keadilan Universitas Diponegoro7, 

No.1 (2020), 27-28 
18 Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” (Malang : Bayumedia, 

2007), 391. 
19 Petter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta : Kencana, 2006), 93.



 

 
 
 

Lokasi penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah Alun 

 
– alun Kabupaten Pemalang, dengan asumsi bahwa penegakan peraturan daerah 

Kabupaten Pemalang tentang pedagang kaki lima belum maksimal, meningkat 

setiap harinya, dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan 

4. Sumber Data Penelitian 

 
Sumber  data  yang  terdapat  dari  penelitian  ini  adalah  sumber  data 

meliputi sumber data primer dan sekunder : 

a. Data primer dengan data diperoleh saat melakukan studi lapangan dengan 

melakukan wawancara terstruktur dengan mengacu pada daftar yang 

disiapkan dengan jumlah partisipan yang banyak terkait dengan masalah 

penelitian 

b. Data sekunder dengan data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, 

seperti rangkaian bacaan, kutipan, interpretasi buku, tinjauan hukum yang 

berkaitan dengan masalah penelitian.20
 

5. Metode Pengumpulan Data 

 
a. Observasi 

Yakni metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya 

mencatat informasi yang dilihat selama penelitiian. Cara pengumpulan data 

dengan mengamati secara langsung situsi atau kejadian di lapangan. Dalam 
 
 
 
 

 
59. 

20  Soerjono soekanto, “Pengantar Peneliitian Hukum”, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007),



 

 
 
 

hal ini, observasi dilakukan terhadap pedagang kaki lima untuk melihat 

lebih dekat dan nyata aktivitas tuna sosial. 

b. Wawancara 

 
Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap 

muka dan dengar pendapat langsung antara peneliti dan narasumber. 

Wawancara sendiri bertujuan untuk mendapatkan pemahaman juga 

mendapatkan informasi sejelas mungkin. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan terhadap    pedagang kaki  lima,  Dinas Koperasi  dan  UMKM, 

Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten Pemalang, dan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Pemalang. 

c. Dokumentasi 

 
Yakni melakukan kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan 

menelusuri dokumen – dokumen yang diperlukan bagi peneliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan model interaktif yakni teknik 

analisis data yang terdiri dari empat komponen proses analisis, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.21
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Muhammad Rohmadi dan Yakub Nasucha, “Dasar – Dasar Penelitian”, (Surakarta : Pustaka 
Briliant,2015), 87-88.



 

 
 
 

H.  Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masing – 

masing berisi beberapa sub – sub guna menyusun struktur pembahasan penelitian 

ini secara sitematis, sebagai berikut : 

BAB I     : Pendahuluan 
 

Bab ini menyajikan mengenai hal – hal yang mengatur bentuk 

dan   isi   penelitian,   meliputi   latarbelakang   penelitian,   rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritis, metode 

penelitian , dan sistematika penulisan 

BAB II    : Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima 
 

Bab ini berisi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima 

yang meliputi pembahasan terkait peaturan daerah dan perumusannya 

yang  akan  digunakan  sebagai  landasan  hukum  atas  permasalahan 

yang ada dan bagaimana penerapan peraturan daerah. 

BAB III  :   Penegakan   Hukum   Terhadap   Pedagang   Kaki   Lima   di 

 
Kabupaten Pemalang 

 
Bab  ketiga  berisi  penegakan  hukum di lokasi yang menjadi 

tempat penelitan, juga hasil penelitian yang terdiri dari dasar hukum 

bagi permasalahan yang ada, dan membahas mengenai pelanggaran 

ha konstitusional pedagang kaki lima pada saat penertiban di 

Kabupaten Pemalang 

BAB IV  : Penegakan Hukum dan Sanksi Hukum Pedagang Kaki Lima



 

 
 
 

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian yang berisi tentang 

analisis pelanggaran hak konstitusional pedagang kaki lima saat 

penertiban dan sanksi apa yang di dapatkan. 

BAB V    : Penutup 
 

Bab   Kelima,   bab   ini   merupakan   bagian   penutup   dari 

keseluruhan rangkaian bab sebelumnya  yang akan memuat 

kesimpulan deksriptif penelitian ini, yang dilengkapi dengan saran – 

saran



 
 

 

BAB V 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah penulis lakukan 

mengenai penegakan hukum dan penerapan saksi administratif terhadap 

pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 

3 Tahun 2013 maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah diidentifikasikan, yaitu: 

Penegakan hukum tentang pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah terlaksana namun belum berjalan 

secara maksimal karena ada beberapa hambatan. Yaitu diantaranya ketiga unsur 

system hukum belum terpenuhi yaitu : substansi hukum belum berjalan secara  

tegas,  struktur  hukum  yang  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum belum 

maksimal karena kurang tegasnya aparat dalam menjatuhkan sanksi, serta 

budaya hukum masyarakat Kabupaten Pemalang yang masih rendah. 

Akibat hukum yang timbul terhadap tidak maksimalnya penegakan 

hukum pedagang kaki lima yang tidak melakukan kewajiban, dan melakukan 

pelanggaran   yang   ada   didalam   ketentuan   Pasal   25   Peraturan   Daerah 

Kabupaten Pemalang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima adalah penurunan kualitas ruang kota, menganggu para pengguna jalan, 

menganggu kelancaran lalu lintas, perubahan fungsi trotoar, dan 

mengakibatkan kemacetan kota.



 
 

 

B.   Saran 
 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan penanganan terhadap keberadaan PKL di Kabupaten Pemalang 

untuk kedepannya, sebagai berikut : 

1. Hendaknya dinas terkait meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada 

instansi   terkait   untuk   mengurangi   pelanggaran   Peraturan   Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga dalam penegakannya dapat 

optimal atau maksimal. 

2. Hendaknya pemerintah menyusun peraturan Bupati sebagai pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait dengan 

mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrative bagi pedagang 

kaki lima.. 

3. Diharapkan  kepada  Pedagang  Kaki  Lima  agar  membantu  pemerintah 

dalam mewujudkan tujuan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima dan menaatinya serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
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